DAFTAR PUSTAKA

Ardiyansyah, A., Rizki dan Yudhi Dewantara.(2016). Pengaruh Pelayanan Fiskus
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak. Jurnal
Perpajakan (JEJAK). 11 (1), 1-10

Astuti, Nur Achadiyah. (2016). Pengaruh Sosialiasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus,
dan Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak atas Pajak Rumah Kos. Jurnal Nominal. 5(1), 19-34

Ayu, Viega.(2017).Pengarun Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan
Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal llmu dan Riset
Akuntansi. 6 (2), 745-760

BPPD Kota Malang. (2017). Pajak Daerah Kota Malang, Bppd.malangkota.go.id.
Diakses pada 2 November 2018 pukul 14.30 WIB. Retrieved from

Cahya, P., Wilopo dan Mirza Maulinahardi. (2015). Pengaruh Sosialisasi
Perpajakan terhadap Pemahaman Wajib Pajak yang Mendukung Kepatuhan
Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan. 7(1), 1-10

Detik News. (2014). Banyak Pejabat di Malang Enggan Bayar Pajak,
News.detik.com. Diakses pada 30 November 2018 pukul 11.23 WIB. Retrived

from

Diana, A., Setiawati, L. (2014). Perpajakan : Teori dan Peraturan Terkini : Andi —
Yogyakarta.

Dispendukcapil. (2018). Jumlah Penduduk Kota Malang,
Dispendukcapil.malangkota.go.id. Diakses pada 24 Oktober 2018 pukul 17.46
WIB. Retrived from

Evi, S., Ketut Budiartha. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan
Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntanbilitas Pelayanan Publik pada
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E- Jurnal Akuntansi Universitas
Udayana. 4(2), 345-357

Ghozali, 1.(2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi

ketujuh) : Badan Penerbit Universitas Diponegoro - Semarang.

77


http://bppd.malangkota.go.id/pajak-daerah-kota-malang
https://news.detik.com/jawatimur/2585883/banyak-pejabat-di-malang-enggan-bayar-pajak
https://news.detik.com/jawatimur/2585883/banyak-pejabat-di-malang-enggan-bayar-pajak

Gumanti, T., Moeljadi, Utami, E. (2018). Metode Penelitian Keuangan: Mitra
Wacana Media - Jakarta

Husnurrosyidah.(2016).Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. Jurnal Ekonomi Syariah. 4(2),
211-226

IImu Dasar. (2017).Pengertian Jenis, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak,

llmudasar.com. Diakses pada 07 Desember 2018. Retrieved from

Jakarta open data. (2018). Data Kepala Unit Pelayanan Rumah Susun,
Data.Jakarta.go.id. Diakses pada 12 Desember 2018. Retrived from

Jotopurnomo, Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak
Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Journal
Tax & Accounting Review. 1(1), 50-56

Kemala, Winda. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak,
Sikap Wajib Pajak, dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Fekom. 2(1), 1-15

Kuncoro, Mudrajad. (2013). Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi (Edisi keempat).
Jakarta : Erlangga.

Lind, A., Marchal, W., and Wathen. (2014). Statistical Techniques in Business and
Economics. Fifthteen edition Book 2. Hill Education. Hartanto, B
(penterjemah). 2014. Teknik — Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi
(Edisi kelima belas Buku dua) : Salemba Empat - Jakarta.

Mafaza, Mayowan dan Tri Henri. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Perpajakan. 11(1), 1-4

Manado Post. (2017). Pengusaha Kos-kosan Malas Bayar Pajak,
manadopostonline.com. Diakses pada 2 November pukul 11.31 WIB Retrived

from

78


http://www.ilmudasar.com/2017/08/Pengertian-Hak-dan-Kewajiban-Wajib-Pajak-adalah.html
http://www.ilmudasar.com/2017/08/Pengertian-Hak-dan-Kewajiban-Wajib-Pajak-adalah.html

Mardiasmo.(2018). Perpajakan .(Edisi Terbaru 2018) : Andi - Yogyakarta.

Nadia, Elisabeth , Kalangi dan Treesje Runtu.(2017). Pengaruh Kebijakan Tax
Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going
Concern. 12(2), 175-187

Nugroho, Rita dan Kharis Raharjo. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan
Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Penghasilan. Journal of Accounting. 2(2), 1-13

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Pajak Daerah. 30 Desember
2010. Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 2. Malang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2018 Tata
Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 12 April
2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514. Jakarta.

Priyatno, D. (2014). SPSS Pengolahan Data Terpraktis : Andi Offset - Yogyakarta.

Putri, H., Syukriy dan Heru Fahlevi. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Kabupaten
/ Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas
Syiah Kuala. 4(2), 45-50

Resmi, S. (2016). Perpajakan : Teori dan Kasus (Edisi kesembilan Buku satu) :
Salemba Empat - Jakarta.

. (2017). Perpajakan : Teori dan Kasus (Edisi kesepuluh Buku satu) :
Salemba Empat - Jakarta.

Rahayu, Nurulita.(2017).Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi
Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi
Dewantara. 1(1), 15-30

Savitri, Faradilla.(2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Jurnal
Equilibrium. 5(1), 45-54

Sekaran, U., Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis (Edisi keenam
Buku satu): Salemba Empat - Jakarta.

79



Siahaan, Marihot Pahala. (2013). Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Edisi Revisi)
: RajaGrafindo Persada - Jakarta.

Statistikian. (2013). Pengertian dan Tutorial Uji Heteroskedastisitas dengan Uji
Glejser, Statistikian.com. Diakses pada 1 November 2018 pukul 19.02 WIB.

Retrived from

Suandy, E. (2016). Hukum Pajak : Salemba Empat - Jakarta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan : Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, Kombinasi, R & D dan Penelitian Evaluasi: Alfabeta - Bandung.

Suyantoro, S. (2014). Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Menggunakan
SPSS: Wahana Komputer - Semarang.

Syahria, M., llat dan Inggriani Elim. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Jurnal
EMBA. 3(3), 906-915

Tilaar, Hendrik dan Natalia Gerungai. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan
dan Self Assessment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Pembayaran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos. Jurnal Riset Akuntansi Going
Concern. 12(2), 167-174

Tribun Medan. (2018). Info Pajak: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi
Sesuai dengan Perundang-undangan Perpajakan, Medan.Tribunnews.com
diakses pada 12 Desember 2018. Retrieved from

Trihendradi, C. (2013). Langkah Mudah Menguasai SPSS 21 : Andi - Yogyakarta.

Tulenan, R., Sondakh, J., Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. Jurnal Riset Akuntansi Going
Concern 12(2), 296-303

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

80



Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 25
Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.
Jakarta.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara.
28 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47 Jakarta.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 15 Oktober
2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia : Salembat Empat - Jakarta.

81



